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ABSTRAKSI
Proyek Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis 

Ekonomi (PDM-DKE) dilatar belakangi oleh kondisi yang dialami 
masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang melanda negara- 
negara Asia termasuk di dalamnya Indonesia, sehingga mengakibatkan 
rapuhnya perekonomian; berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 
mengalami kemunduran.

Untuk mengatasi ini semua, pemerintah mengupayakan pemulihan 
keberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga 
masyarakat menjadi survive untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi serta 
sosial budayanya.

Dampak positif dari kegiatan PDM-DKE adalah semakin tumbuhnya 
kepercayaan diri serta kemampuan masyarakat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kondisi kehidupannya, dan memfasilitasi masyarakat 
sasaran agar dapat melaksanakan fungsi dan peran masing-masing 
secara optimal. Maka Proyek PDM-DKE mensyaratkan partisipasi aktif 
dari masyarakat sejak dimulainya tahap perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan 
masyarakat untuk menjamin keberlanjutan hasil-hasil pembangunan.

I. PENDAHULUAN
Sejak pertengahan tahun 

1997 Indonesia menghadapi perO- 
masalahan yang sangat serius 
dengan terjadinya krisis moneter 
yang meluas menjadi krisis eko­
nomi. Permasalahan tersebut telah 
membawa dampak meningkat-nya 
jumlah angka pengangguran dan 
makin bertambahnya jumlah pen- 
duduk miskin, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Sebagian

besar dari mereka sudah tidak 
mampu lagi memenuhi kebutuhan 
sandang, pangan, pendidikan, ke- 
sehatan, serta kebutuhan - kebu­
tuhan hidup lainnya.

Dalam menanggulangi dampak 
krisis ekonomi tersebut, Pemerin­
tah mengambil kebijaksanaan dan 
langkah-langkah dalam bentuk 
proyek Pemberdayaan Daerah 
dalam Mengatasi Dampak Krisis 
Ekonomi (PDM-DKE). Program ini 
merupakan salah satu upaya
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penyelamatan dalam bentuk ban- 
tuan langsung kepada masyarakat 
miskin dan yang jatuh miskin 
sebagai akibat dari krisis ekonomi.

II. TUJUAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PDM-DKE

■ Meningkatkan kemampuan da­
ya beli masyarakat miskin 
melalui peningkatan pendapat- 
an;

■ Menggerakkan kembali ekono­
mi rakyat melalui pemberian 
modal usaha dan membangun/ 
merehabilitasi sarana dan pra- 
sarana ekonomi, sosial, yang 
mendukung sistem produksi 
dan distribusi barang dan jasa, 
dengan tetap memelihara ke- 
lestarian fungsi lingkungan 
hidup.

III. KHALAYAK SASARAN
♦ Penerima bantuan yaitu pen- 

duduk miskin baik pria maupun 
wanita, di perkotaan maupun di 
pedesaan yang kehilangan pe- 
kerjaan dan sumber peng- 
hasilan:

♦ Lokasi adalah Desa/Kelurahan 
yang berada dalam satu 
wilayah Kecamatan, kecuali 
Desa/ Kelurahan yang me- 
nerima bantuan Program 
Pengembangan Kecamatan 
(PPK).

Dalam upaya pencapaian 
tujuan dan sasaran Program 
Pemberdayaan Daerah dalam 
Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi 
(PDM-DKE) tersebut, dibentuk 
jaringan kerja yang melibatkan 
unsur Pemerintah Pusat, Pemerin-

tah Daerah, dan berbagai tingkatan 
dengan menempatkan posisi se­
bagai Konsultan Pendamping (KP)

IV. PELAKSANAAN
KONSULTASI
Secara umum konsultan pen­

damping (KP) diharapkan dapat 
membantu memperlancar pelak- 
sanaan dan pengendalian ope- 
rasional PDM-DKE, sedangkan 
secara khusus kedudukan Konsul­
tan Pendamping terdiri atas 
Tenaga Ahli Konsultan Manaje- 
men, Koordinator Wilayah (KOR- 
WIL), dan Fasilitator Kecamatan 
(FK). Fungsi Konsultan Pendam­
ping, Koordinator Wilayah, dan 
Fasilitstor Kecamatan adalah 
memberikan fasilitas berupa layan- 
an konsultasi dan pendampingan 
sejak tahap persiapan sampai 
dengan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya Konsultan Pendam­
ping, Koordinator Wilayah, Fasili­
tator Kecamatan adalah melakukan 
jalinan koordinasi dengan Tim Ko- 
ordinasi Pengelola Program (TK 
PP)-II dan pimpinan proyek (PIM- 
PRO), pemerintah daerah setem- 
pat dan koordinator pelaksana 
lapangan (KPL). Keberhasilan dan 
kualitas layanan konsultan tidak 
terlepas dari peran TKPP-II, Pirn- 
pro, pembina daerah dan KPL 
serta koordinasi yang telah teijalin 
diantara keduanya.

V. TEMUAN DAN HASIL
1) Adanya perubahan positif da­

lam perekonomian dan usaha 
masyarakat, kondisi ling­
kungan fisik, serta kualitas
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partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan;

2) Kecepatan dan keakuratan 
usulan program kegiatan;

3) Variasi waktu pencairan dana 
dan penyebarluasannya yang 
sesuai dan beragam;

4) Sistem pengaliran dana ban- 
tuan langsung masyarakat 
(BLM) pada setiap kecamatan 
bervariasi.

VI. KESIMPULAN
a. Program Pemberdayaan 

Daerah dalam Mengatasi 
Dampak Krisis Ekonomi (PDM 
-DKE) relevan dengan kondisi 
masyarakat yang mengalami 
dampak krisis ekonomi, dan 
memperoleh perhatian dan 
tanggapan yang baik dari 
masyarakat maupun pemerin- 
tah setempat;

b. Keberhasilan PDM-DKE dituju- 
kan kepada perubahan ekono­
mi, pertumbuhan dan perkem- 
bangan usaha ekonomi dan

terpenuhinya pencairan, peng- 
gunaan penyaluran dan peles- 
tarian dana bantuan langsung 
masyarakat (BLM).

VII. SARAN
♦ Program Pemberdayaan Dae­

rah dalam Mengatasi Dampak 
Krisis Ekonomi (PDM-DKE) 
periu dilanjutkan dan hasilnya 
dilestarikan;

♦ Memerlukan perhatian yang 
lebih serius dalam persiapan 
dan pelaksanaannya;

♦ Adanya kriteria Tim Pelak- 
sana Kegiatan Desa (TPKD) 
dan Fasilitator Desa (FD);

♦ Pembekalan Fasilitator Keca­
matan (FK) dan Fasilitator 
Desa (FD) periu diarahkan 
pada pengembangan dalam 
kemampuan praktis;

♦ Penyederhanaan format yang 
diperlukan untuk tertib admi- 
nistrasi.
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